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TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

a. bahwa pengawasan pemilihan umum dilakukan dalam

rangka mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum
secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya
peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan
umum secara menyeluruh;

.bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara,
transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil
pemilihan umum perlu dilakukan pengawasan
pemilihan umum;

. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang,

dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum
sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120
ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pengawasan
Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum;

.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan
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Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mekanisme
Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme
Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 384) sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan dan perkembangan pengawasan
pemilihan umum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengawasan
Pemilihan Umum;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk
memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota dan
perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.

. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum.

. Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan

Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan
Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih
gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU
Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan
Pemilu di provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat
KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan
lain/kelurahan.
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Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah
lembaga Penyelenggara Pemilu yang Dbertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu
Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat
Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh
Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu
di wilayah kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu
Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu
di wilayah kecamatan atau nama lain.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh
Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar
negeri.

Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah
tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat
TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar
negeri.

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaiji,
memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya
mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang
mengganggu integritas proses dan hasil pemilu.

Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang didapat
secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi
tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
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BAB Il
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas Pengawas Pemilu
Pasal 2

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada
asas:

a. mandiri;

b.jujur;

c. adil;

. kepastian hukum;

. tertib penyelenggara Pemilu;
kepentingan umum;

. keterbukaan,;

oQ o Qo

.proporsionalitas;
I. profesionalitas;
. akuntabilitas;

N ¢

k. efisiensi; dan
I. efektivitas.
Bagian Kedua
Tujuan Pengawasan
Pasal 3
Pengawasan Pemilu bertujuan untuk:

a. memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh;

b. mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan

c. menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi
penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu.
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